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Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada
Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 870).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor
2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2904).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang
Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1961 Tentang Pendirian
Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2229).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1963 Tentang Pendirian
Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan
Negara Karung Goni (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963
Nomor 3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang
Pembubaran B.P.U. P.P.N. Gula dan Karung Goni, B.P.U. P.P.N. Karet, B.P.U.
P.P.N. Aneka Tanaman dan B.P.U. P.P.N. Tembakau (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 22).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3643).
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas
Rumah Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 155).

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Taata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan
Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah.
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Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Pengarahan
dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara.
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Prayitno, Cuk, Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan

Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk
Persero, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
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